




SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisa yang di lakukan oleh penulis atas penelitian 
Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT 
Pegadaian (Persero) maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. PT Pegadaian belum melakukan perencanaan pajak secara 
efektif karena pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan 
yang ditanggung perusahaan dikoreksi secara fiskal. 
2. Perusahaan tidak melakukan pendataan kembali terkait status 
tanggungan yang di miliki karyawan. 
3. Terdapat karyawan yang dalam satu tahun pajak 
penghasilannya masih di bawah Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP). 
4. Perusahaan seringkali tidak melakukan pemeriksaan kembali 
terkait absensi pegawai dalam satu bulan. 
5. Dalam beberapa lembar SPT Masa Pajak Tahun 2015 , 
perusahaan masih kurang teliti dalam pengisian SPT seperti 
jumlah bruto, nama pegawai tetap yang tidak di cantumkan 







Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, 
beberapa saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis 
penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. 
Pegadaian (Persero) yaitu: 
1. Untuk mengefisienkan penghematan pajak penghasilan 
badan, perusahaan dapat menggunakan perencanaan pajak 
penghasilan pasal 21 dengan metode gross up. 
2. PT Pegadaian (Persero) sebaiknya melakukan pendataan 
ulang terkait  status dan tanggungan yang di miliki 
karyawan. 
3. PT Pegadaian harus teliti dan cermat dalam pengisian SPT 
sehingga tidak ada lagi kesalahan. 
4. Seharusnya dalam pengisian SPT di lakukan oleh masing-
masing cabang . 
5. Seharusnya perusahaan melakukan perhitungan ulang PPh 
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